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 PENUTUP 

 5.1 Kesimpulan 
 Melalui  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  ditarik  sebuah  benang  merah  kesimpulan 

 yang  di  mana  permasalahan  utama  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah 

 ketidakjelasan  Kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  Sistem 

 Ketatanegaraan  di  Indonesia.  Adapun  ketidakjelasan  kedudukan  tersebut 

 merupakan  akibat  dari  inkonsistensi  dan  ambiguitas  dalam  muatan  materi  yang 

 tercantum  dalam  UU  3/2022  beserta  peraturan  pelaksananya.  Selain  itu,  hal 

 tersebut  berimplikasi  pada  tidak  diketahuinya  secara  pasti  hubungan  kerja  Otorita 

 Ibu  Kota  Nusantara  dengan  lembaga  eksekutif  presiden,  kewenangan  dalam 

 membuat  peraturan,  hingga  jenis  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  lembaga 

 negara  tersebut.  Di  sisi  lain,  terdapat  karakter  khusus  dan  ciri  khas  tersendiri  dari 

 Ibu  Kota  Nusantara  yang  tidak  dapat  disamakan  dengan  Washington  D.C.  maupun 

 Den  Haag.  Maka  dari  itu  penulis  akan  menguraikan  jawaban  atas  permasalahan 

 tersebut sebagai berikut: 

 1.  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  memenuhi  ciri  khas  untuk  disandingkan 

 sebagai  lembaga  setingkat  kementerian  negara  yang  memiliki  spesifikasi 

 khusus.  Spesifikasi  tersebut  berdasarkan  pada  tugas  dan  fungsi  lembaga 

 tersebut  yakni  penyelenggara  pemerintahan  daerah  khusus  Ibu  Kota 

 Nusantara  dan  pelaksana  kegiatan  persiapan,  pembangunan,  serta 

 pemindahan  ibu  kota  negara.  Adapun  menurut  UU  3/2022,  Ibu  Kota 

 Nusantara  merupakan  satuan  pemerintahan  daerah  khusus  yang  setara 

 dengan  kementerian.  Hal  ini  berdampak  pada  daerah  khusus  tersebut 

 menjadi  sebuah  kawasan  khusus  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada 

 presiden.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  daerah  khusus  pada  umumnya  yang 

 setara  dengan  provinsi.  Selain  itu,  kedudukan  dari  jabatan  dari  Kepala 

 Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  setingkat  dengan  menteri.  Terdapat  perbedaan 

 kedudukan  dari  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Belanda  dan  Amerika 

 Serikat  dengan  Indonesia.  Di  Kota  Den  Haag,  Pemerintahan  Daerah  kota 

 tersebut  tidak  mendapatkan  perlakuan  khusus  sehingga  kedudukan  daerah 

 tersebut  disetarakan  dengan  daerah  lainnya.  Kota  tersebut  dipimpin  oleh 

 seorang  burgemeester.  Sementara  itu  terdapat  perlakuan  khusus  di  kota 
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 Washington  D.C.  karena  kedudukan  distrik  tersebut  sebagai  ibu  kota 

 negara  federal  dan  pusat  pemerintahan  nasional.  Adapun  distrik  tersebut 

 dipimpin oleh seorang mayor. 

 2.  Presiden  memiliki  tanggung  jawab  secara  langsung  atas  Otorita  Ibu  Kota 

 Nusantara.  Secara  tersirat,  Perpres  62/2022  menegaskan  bahwa  Otorita  Ibu 

 Kota  Nusantara  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada  presiden. 

 Selain  itu,  hal  ini  dimungkinkan  terjadi  dikarenakan  ketentuan  hukum 

 yang  membentuk  lembaga  tersebut  yang  didasarkan  pada  UU  3/2022 

 sebagai  undang-undang  dan  Perpres  62/2022  sebagai  peraturan 

 perundang-undangan  yang  berada  dalam  lingkup  kekuasaan  presiden. 

 Keberadaan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  yang  diatur  lebih  lanjut  melalui 

 Perpres  memberikan  presiden  otoritas  penuh  untuk  menambah  dan 

 mengurangi  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara 

 dan  dapat  diubah  secara  mudah  untuk  menyesuaikan  terhadap  segala 

 kebutuhan  di  masa  yang  akan  datang.  Terdapat  perbedaan  hubungan  kerja 

 dari  pemerintahan  daerah  khusus  Belanda  dan  Amerika  Serikat  dengan 

 Indonesia.  Di  Kota  Den  Haag,  tidak  terdapat  hubungan  langsung  antara 

 Perdana  menteri  (eksekutif)  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kota 

 Den  Haag.  Pemerintah  pusat  melalui  parlemen  (legislatif)  memiliki 

 kontrol  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kota  Den  Haag. 

 Sementara  itu  di  kota  Washington  D.C.  (Distrik  Columbia),  tidak  terdapat 

 hubungan  langsung  antara  Presiden  (eksekutif)  dalam  penyelenggaraan 

 pemerintahan  di  Distrik  Columbia.  Pemerintah  Pusat  melalui  kongres 

 (legislatif)  memiliki  kontrol  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di 

 Distrik Columbia. 

 3.  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  cabang  kekuasaan  eksekutif  memiliki 

 kewenangan  untuk  menetapkan  suatu  peraturan  dalam  rangka 

 penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  khusus  dan/atau  kegiatan  persiapan, 

 pembangunan,  dan  pemindahan  Ibu  Kota  Nusantara.  Hal  ini  dikarenakan 

 tidak  ada  cabang  kekuasaan  legislatif  di  Ibu  Kota  Nusantara.  Adapun 

 peraturan  tersebut  dikenal  sebagai  Peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota 

 Nusantara  dan  jenis  produk  hukum  tersebut  setingkat  dengan  peraturan 
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 menteri.  Meskipun  peraturan  tersebut  tidak  dikenal  dalam  hierarki 

 peraturan  perundang-undangan,  namun  Peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota 

 Nusantara  tetap  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum 

 yang  mengikat.  Selain  itu,  peraturan  tersebut  menjadi  salah  satu  hukum 

 positif  terbaru  dalam  sejarah  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. 

 Terdapat  perbedaan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintahan  daerah 

 khusus  Belanda  dan  Amerika  Serikat  dengan  Indonesia.  Di  Kota  Den 

 Haag  (Belanda),  terdapat  pembagian  kekuasaan  secara  merata  antar 

 cabang  kekuasaan  eksekutif  dengan  legislatif  dalam  menetapkan  suatu 

 peraturan.  Adapun  jenis  produk  hukum  tersebut  setingkat  dengan 

 peraturan  daerah  di  Belanda.  Sementara  itu  di  kota  Washington  D.C. 

 (Amerika  Serikat),  terdapat  pula  pembagian  kekuasaan  secara  merata  antar 

 cabang  kekuasaan  eksekutif  dengan  legislatif  dalam  menetapkan  suatu 

 peraturan.  Adapun  jenis  produk  hukum  tersebut  setingkat  dengan 

 peraturan distrik. 

 5.2 Rekomendasi dan Saran 
 Berdasarkan  pada  penelitian,  pembahasan,  dan  kesimpulan  yang  dilakukan  terkait 

 dengan  penulisan  hukum  yang  berjudul  “Kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara 

 dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia”,  maka  penulis  bermaksud  untuk 

 memberikan saran sebagai berikut: 

 1.  Perlu  dilakukan  perubahan  dalam  muatan  materi  yang  lebih  konsisten  dalam 

 UU  3/2022  beserta  peraturan  pelaksananya  terlebih  dalam  kaitannya  dengan 

 kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  sistem  ketatanegaraan  di 

 Indonesia.  Adapun  hal  tersebut  dimaksudkan  guna  memperjelas  kedudukan 

 Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  lembaga  negara  yang  setingkat  dengan 

 kementerian  dibandingkan  dengan  satuan  pemerintahan  daerah  khusus 

 setingkat provinsi. 
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